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KATA PENGANTAR

Putusan-putusan perkara yang dimuat dalam buku i
merupakan relleksi perjalanan karir awal penulis sebagai pengacara
konstitusi. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah
Agung ini (erkait penyelesaikan sengketa Pemilu Kepala Daerah yang
merupakan “lmdamark  decision” memberi pengaruh  kepada
putusan-putusan  Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
tentang perkara Pemilu Kepala Daerah lainnya. Diantara putusan-
putusan tersebut, penulis memberi konstribusi significant disebabkan
penulis lah menjadi ketua tim kuasa hukum pcinohon. Penulis telah
memberi warna terhadap proses pemeriksaan perkara 2 quo sampai
proscs pembuktiannya. Perjalanan karir sehagai “pengacara pilkada”
tersebut menjadi catatan prestasi bagi penulis dan dunia advokat
secara umum.

Buku ini merupakan resume dari beberapa putusan yang
permnah  Penyusun tangani baik scbagai penerima kuasa dar
Pemohon. Tujuan dari penerbitan buku ini adalah untuk memben
gambaran bahwa terdapat banyak undang-undang yang berkaitan
dengan hak-hak dasar warga negara yang perlu diselaraskan dengan
UUD NRI Tahun 1945 melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Buku mi tentu saja tidak dapat mewakili scgala bentuk
terobosan hukum yang muncul dalam putusan pengujian undang-
undang. Karena Mahkamah Konstitusi sebagai negative leslative telah
membuat banyak terobosan hukum yang menjadi dasar proses

legislast dan perlindungan hak asasi manusia.
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Hingga Tahun 2015, Mahkamah Konstitus; Mencri, o
Permohonan Pengujian undang-undang. Dari semug Permo}
807 permohonan telah dibutus dan sisanya 36 dalam Proscs,
807 putusan, permohonan yang dikabutkan sebanyak
permohonan yang ditolak sebanyak 279, permohonan yan
dapat diterima sebanyak 256, sedangkan 85 prmohongy,
kembali
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Penusun berharap Buku ini dapat memberikan manfaat bagi
akademisi dan praktsi hukum dalam mengembangkan ilmy g
praktik peradilan khususnya peradilan pemilu di masa mendatang,
Tentu saja untuk validasi materi buku ini, pembaca dapat melihgg
kembali putusan-putusan tersebut untuk mendapat “denyyt”

perjalanan perkaranya.

Jakarta, Maret 2016
Dr. A Muhammad Asrun, S.H., M.H.
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ABSTRAK

Tujuan dan penelitian i1 adalah untuk mengetahui landasan
pemikiran, konsistensi, dan implikasi putusan Mahkamah
Konstitusi yang berkaitan dengan hak pendidikan, hak kesehatan,
dan hak politik warga negara. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan kasus.

Mahkamah Konstitusi melakukan banyak terobosan hukum
dan memberikan kebebasan para hakim Konstitusi dalam
menggall perkara dan memberikan keadilan substantive.
Mahkamah Konstitusi konsisten menilai bahwa alokasr anggaran
pendidikan dalam UU APBN yang kurang dari 20 persen
Dertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Kctentuan
undang-undang yang membatasi hak pekerja untuk mendaftarkan
diri sebagai peserta jaminan sosial atas (anggungan pemberi kerja
apabila pemberi kerja nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya
pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan
UUD 1945. Dalam hal hak politik warga negara, Mahkamah
Konsitusi memberikan ruang yang luas pada warga negara untuk
mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap proses pemilihan
umum.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine g,
rationale, consistency, and the implications of the decisiop of
the Constitutional Court with regard to the right to educatiop,
rght to health, and political rights of citizens. This rescarch
used normative juridical approach (o legislation and case
approach.

The Constitutional Court did many Jegy)
breakthrough and gave the Judges of the Constitutiona]
provide substantive justice. In ils decision, the Constitutiona]
Court consistently assess that the budget allocation for
cducation in the State Budget Law that less than 20 percent
is contrary to Article 31 paragraph (4) UUD 1945. The
provisions ol law which restrict the 11ght of workers to enroj]
as participants of social sccuritly at the cxpense ol the
employer il employers obviously not enroll their workers in
the Social Security Agency is contrary to the UUD 1945. In
the political right contex, The Consttutional Court give
opportunitics (o cilizen to oblan the widest access to the

electoral process.
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